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ABSTRAK 

Permasalahan yang terjadi di dalam Inpektorat Kota Padang yaitu belum 

sesuainya tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan yang diharapkan atau 

standarnya. Untuk itu penulis tertarik membahas 1) Implementasi pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota 

Padang, 2) Optimalisasi fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kota Padang dalam 

pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Padang, 3) Kendala-

kendala dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan 1) Implementasi pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah Daerah Kota 

Padang pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang dapat 

dikategorikan “preventif”. Artinya pengawasan tersebut merupakan pengawasan 

yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan 

itu terjerumus pada kesalahan yang sama dan berulang-ulang, 2) Optimalisasi 

fungsi pengawasan inspektorat masih belum terlaksana secara optimal, dan 3) 

Kendala-kendala yaitu kendala teknis operasional pengawasan adalah kendala 

yang berkaitan dengan teknis pengawasan, seperti keterbatasan Sumber Daya 

Manusia, keterbatasan anggaran pengawasan, keterbatasan sarana kerja. 

Sedangkan kendala yang berkaitan dengan “political will” adalah kendala atau 

hambatan pengawasan yang terjadi diluar teknis operasional pengawasan, yakni 

kedudukan inspektorat berada di bawah kepala daerah yang seharusnya masuk ke 

dalam lingkup pengawasan. 
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